PUTUSAN
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DEMI KEADILAN EERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara cerai gugat antara:

Y . 28 tshun, agama

Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMU,
tempat kediaman i Sukawargi RT.008 RW. 009 Kelurahan
Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada Asep wan Ristiawan, SH,
Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Baitu!
Marhamah 2 Blok E 6 Kota Taskkmalaya berdasarkan surat
Kuasa khusus tanggal 22 Juli 2018 yang telah didaftar dalam
Register Kuasa Nomor 1374/Reg.K/2018/PA Tmk. tanggal 31
Juli 2018,sebagai Penggugat;
melawan
_ umir 34 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, pendidikan , tempat kediaman di Sukawargi RT.006
RW. 009 Kelurehan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota
Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juli 2018 telah
mengajukan gugatan cerai gugat yang didafiar di Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomeor 1138/Pdt G/2018/PA. Tmk, tanggal 31
Juli 2018, yang pada pokoknya mengajukan dalil dengan tambahan dan
perubahan sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 25 Maret 2008
di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, sebagaimana tercatat dalam
kutipan akta nikah nomaor: 151/48/11:2008. Tertanggal 25-03-2008:

2, Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan
kehidupan berumah tangga yang rukun bahagia dan bergaul layaknya
suami istri dan telah dikaruniai 2 {dua) orang anak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan tergugat terakhir tinggal di
darah sukawargi cihideung Kota Tasikmalaya..

4. Bahwa sejak sekitar akhir maret 2018 rumah tangga penggugat dan
tergugat mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan keadaan tersebut
memuncak pada sekitar akhir april 2018 sehingga menyebabkan pisah
selama Kurang Lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

5. Bahwa sebab teradinya perselisihan dan periengkaran tersebut
dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan Tergugat mengakui
perbuatannya tersebut;

8. Bahwa selama pisah Penggugat memilih tinggal di daerah cilingga
mangkubumi sedangkan tergugat tetap di sukawargi;

7. Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat telah ditempubh, namun usaha tersebut tidak
berhasil:

8. Bahwa selama pisah aniara Penggugat dan sudah Tergugat tidak lagi saling
melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri.

9. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah
tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk
mengakhirinya dengan perceraian;
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10. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang hahagia
sebagaimana yang dimaksud dalam UU. Nc. 1 tahun 1874 sudah tidak
dapat tercapai lagi oleh penggugat dengan tergugat;

11.Bahwa oleh karsnanya, Gugatan Penggugat telab memenuhi alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 hurup {f} PP. No. 9 tahun
1975 jo pasal 116 hurup {f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah
sedayaknya menurut hukum apabila pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
mengabulkan gugatan penggugat agquo;

Maka berdasarkan uraian hal-hal dan alsan-alasan diatas, penggugat
memohon kepada Yih. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cg. Yih.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Thalag Satu Bain Sughro Tergugat

Terhadap Pengougat |

3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya {Ex Aequo Et Bono);

Bahwa dalam perkara aguo, Penggugat telah menguasakan kepada
kuasa hukum Asep lwan Ristiawan, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang
mengambil domisili di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E. & Kota Tasikmalaya
herdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2018, dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
1374/Reg Ki2018/PA Tmk_ tanggal 31 Juli 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kyasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA} vang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagal wakiltkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Nomor 1138/Pdt.G/2018/PA Tmk tanggal 09
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Agustus 2018 dan 23 Agustus 2018 vyang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya
agar berpikir uniuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat
tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bergerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak parnah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatan Kuasa Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A, Surat

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I
I =g gugat) Nomor NN
Tanggal 13-08-2012 yang dikeluarkan cleh Kantor Pemerintah Kota
Tasikmalaya, Bukli surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.1;

b, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/48/1Ili2008 Tanggal 25 Maret
2008 yang dikeluarkan oleh ¥antoer Urusan Agama Kecamatan
Cihideung Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meteral
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, latu
aleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. I o 24 tahun, agama Islam, pekeriaan ibu

Rumah Tangga, tempat kediaman di Sukawargi RT 04 RW 09,
Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
bulan Maret 2008;

- Behwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
dikaruniai 2 orang anak

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak buian Maret 2018, sudah tidak rukun jagi sering terjadi
nertangkaran,

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut saksi tidak pemah dilihat langsung, akan tetapi diketabui
hal tersebut dan pengaduan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugal berselingkuh dengan perempuan lain dan
Tergugat mengakuinya, sehingga Penggugat tidak menerima
dengan keadaan tersebut ;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah kurang lebih empat bulan lamanya sampal dengan
sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

-  Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bergerai:

2 I - 25 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu

Rumah Tangga. tempat kediaman di Sukawargi RT 04 RW 08,

Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, WKota Tasikmalaya,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
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Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada bulan Marst 2008;

Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat
dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran kurang lebib bulan Maret 2018 yang mengakibatkan
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih
empat bulan lamanya sampai dengan sekarang dan selama
berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut saksi tidak pernah dilhat fangsung, akan tetapi diketahui
hal tersebut dari pengaduan Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkih
dengan perempuan lain dan Tergugat mengakuinya, sehingga
FPenggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;

Bahwa, pihak kKeluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah sulif dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya

i=bib baik bercerai;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat talah menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan
tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hai yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKLUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 22 Juli 2018, vang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
1374/Reg ®/2018/PA Tmk. tanggal 31 Jull 2018, ternyata telah sesuai dengan
ketentuan Pasaf 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Ncmor 6
Tahun 1984 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim teiah pula
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan
ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memben izin kepada Kuasa
Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat
profesional;

WMenimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggit secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesual ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1975, akan tetapl tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan terseblt harus diperiksa secara varstak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatubkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesual dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomeor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompitasi
Hukum islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah beruszaha
semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa
membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil,
oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aguo, maka Majslis tidak dapat memerintahkan
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para phak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 4 ayat {2} huruf b Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 termtang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat {1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktkan dalil-dali gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 {Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
marupakan akia otentik, telah bermeterai cukup, bemazegeien dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat
tinggal Penggugat. sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (volfedig en bindende bowijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotckopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeteral cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasai
165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syaret formal dan materil, serta
mempunyai Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat {(voliadig en
bindende bewijskracht);

Menimbang. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat {2) Peratyran
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat:

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat. adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 8§ Tabun 1875 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adaiah fakia yang tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi
diketahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat dan relevan dengan dali
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekyatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai atat bukdi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat {2) Peraturan
Pemerintah Nomaor 8 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan
Fenggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat adalah fakta yang tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi
diketahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai aiat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang. bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat. terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

I.  Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugsat
bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah
pada tanggal 25 Maret 2008 di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya:

Halarnan 2 dari 15 halaman, Putusan Nomaor @ 1138/Pdt. G/ 2018/PA Tk,
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3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
dikaruniai 2 crang anak

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret
2018 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan
bertengkar,

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan
Tergugat mengakuinya, sehingga Penggugat tidak menerima dengan
keadaan tersebut;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih empat bulan lamanya
dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul tagi dan tidsk
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri:

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8 Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup 1agi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan
Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam
rumah tanggs,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di ates dapat
disimpulkan fakta hukum sabagai bertkut;

I. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya,

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri vang
sah;

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudsh tidak rukun,
telah terjadi persalisihan dan periengkaran yang terus mensarus;
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage
breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi {onhee! baar
tweespaith;
Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majefis dapat

mengkaonstituir sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuridksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmafaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat {1) dan {2), jo.
pasal 73 ayat {1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubzhan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 avat
(1) Undang-undang Nomar 1 Tahun 1874, jo. Pasal 20 ayat {1) Peraturan
FPemerintah Nomor @ Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat {1) Kompilasi Hukum
islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
belum pernzh terjadi percersian menurut hukum dan  perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai
hak dan kepeniingan untuk mengajukan tuniutan daiam sengketa
perkawinan dalam perkara ini {persona standi in judicio), dan perkara ini
menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah fidak rukun dan
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menarus;

Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah

Halaman 11 dar 15 halaman, Putusan Namor : 11328/PduG,/ 20 1E/PA TmH.
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terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat,
dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat shli fikih dalam kitab Al-lgna juz Il halaman 133 yag dijadikan
sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

lﬂhﬂ@\@:d&%ﬁhﬁl@me Al ‘:ﬂj

Artinya: “Disaat isthi telah momuncak rasa tidak suka terhadap suaminya,
maka hakim diperkenankan menjaluhkan talak (suami} nya dengan falak
sal

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi (onfeel baar tweespeailf), sehingga tujuan
parmikahan unfuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomar 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud:

6.  Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi, akan menimbutkan mafsadat yang lebih besar dari
pada manfaatnya, padahal menclak mafsadat diutamakan daripada
mengharap masiahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah

rllaadl iy e adlia auldall ¢ 43

"Menofak kerusakan febih didahuiukan dari pada mengambil kebaikan®

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun |agi dalam rumah tangga, maka fakta
hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomaor 8 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompitasi Hukum lslam, sehingga gugatan Penggugat
patut uniuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan sustu perbuatan
yang melawan hukum {onrechimatige daad), maka sesuai Pasal 125 (1)
HIR gugatan Penggugat dapat dikabullkan dengan verstek;
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Disclaimer

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri {ba’da dukhui), dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum
parnzh bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan
dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118
ayat {(2), huruf ¢, Kompitasi Hukum lslam, majelis akan mengabulkan gugatan
Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra darf Tergugat terhadap
FPenggugat,

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatubkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecual dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal §9 ayat (1} Undang-Undang Nomor ¥ Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2606 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-partimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah maijelis telah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Isiam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang teiah dipanggil secara resmi dan patut untuk
daiang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara versteic ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [N
= ———

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumiah

Rp. 381.000,- {tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah):
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi beriepatan
dengan tanggal 18 Zulhijah 1439 Hijjriyah, oleh kami Elis Marliani, S.Ag., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S Ag dan Asep Ridwan
Hotoya, §.H.l. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Asep Ridwan Hotoya,S.H.l.,,M.Ag.
‘ Panitera Pengganti

Ervina Oktriani, S.H.

Halamari 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor ; 1138/Fdt. G/2018/PA Tk,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 14
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



FPerincian Biaya:
1. Pendaftaran "Rp. 30.000.-
2. Proses cRp. 50.000 -
3. Panggilan cRp. 300.000.-
4 Redsaksi ' Rp. 5.000 -
5. Matera; ' Rp. 6.000 -

Jumlah Rp. 391.000.-

{tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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